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ABSTRAK

Diah Alyah, Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga
Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah) (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z
dan Badruzzaman).

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegekan
kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan
berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagaimana ditentukan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian adalah hal,ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan di Imigrasi
Kelas 1l TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh warga
negara asing, untuk mmengetahui pelaksanaan warga negara asing yang berada di
wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas Il TPl Parepare menurut perspektif siyasah
dusturiyah. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif
yaitu menuliskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data
dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Imigrasi Kelas
Il TPl Parepare dalam mengatisipasi pelanggaran keimigrasian olehwarga negara
asing telah dilakukan berdasarkan pedoman dalam hal peraturan Perundang-
Undangan dan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, adapun pelaksanaan warga negara asing yang berada di
wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Parepare menurut perspektif siyasah
dusturiyah telah dilakukan berdasarkan prinsip hukum dna kemanusiaan.

Kata Kunci: Keimigrasian, Wilayah Parepare, Perspektif Siyasah Dusturiyah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi global dewasa ini mendorong
meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik
yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa
dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan
yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan,
dan pemajuan hak asasi manusia. Hukum Internasional memberikan hak dan
wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda
serta perbuatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu
lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan
dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal
maupun kekhususan di masing-masing negara yang sesuai dengan nilai dan
kebutuhan kenegaraannya.’

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia
memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang
berpenghuni. Indonesia juga merupakan suatu negara yang berkaudalatan mempuyai
tujuan untuk mensejahterkan rakyatnya, maka dari itu Indonesia haruslah bisa
mewujudkan tujuannya dan perlindungan segenap kepentingan bangsa, dan
keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia
internasional, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan “kemudian dari
pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

! Alan Hasan “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang melebihi batas
waktu Izin Tinggal di Indonesia” (Jurnal Lex ex Societatis,VVol.I11/No.1/Jan-Mar/2015) h.5



melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan social.”?

Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi
geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang
berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing
tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yangberbeda-beda,
selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bisnis ataupun bekerja serta ada pula
yang hanya transit.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan
kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan
berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagaiman ditentukan dalam Bab | Pasal 1 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara.*

Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan
fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Bab | Pasal 1 (3) Undang
Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian) berbunyi untuk melaksanakan
fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan Kkebijakan keimigrasian, ayat (2)
kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri, ayat (3) fungsi keimigrasian di
sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi
meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Pasal (4) ayat (1)

berbunyi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam

2 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

3 Warhan Wiranto,Suhaidi,Mahmul Siregar,Jelly Leviza. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara
Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Il Belawan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (USU Law Journal vol.4 no.1). him.169

4 Nurhandayani. Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional (Development
Of Imigration Law in National Legal System). h.7



pasal 3, dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota atau kecamatan, ayat 2
berbunyi di setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan
imigrasi, ayat 3 berbunyi pembentukan tempat imigrasi sebagaimana pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, ayat (4) berbunyi selain kantor imigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu
kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, ayat (5) berbunyi kantor imigrasi dan
rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah
direktorat jenderal imigrasi. Pasal 5 berbunyi fungsi keimigrasian di setiap
perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh
pejabat imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Setiap Orang yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah
dan masih berlaku.® Adapun fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang
dijalankan pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas
atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana.

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang
sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional. (Pasal 1 dan 2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian).®

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam melaksanakan fungsi
keimigrasian, sering sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang
dilakukan baik oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, yaitu
masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
pemilik atau pengguna tempat penginapan yang tidak memberikan data atau
keterangan orang asing yang menginap ditempatnya, penjamin yang dengan sengaja

memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikan

> M. Alvi Syahrin. Menakar Kedaulatan Negara Dalam Prspektik Keimigrasian (6 Maret 2018). h.45

® A.Amrullah Armansyah,Abdul Agis,M.Kamal Hidajz. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap
Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap lkan Secara llegal. (Pleno Jure Jurnal
IImu Hukum LL-DIKTI Wilayah 1X Sulawesi 2019). h.19



kepadanya, orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia yang tidak
memilki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, orang asing yang
menggunakan dokumen perjalanan palsu, membuat palsu atau memalsukan visa,
orang luar yang menyalahgunakan atau melakukan latihan yang tidak sesuai dengan
pemberian hibah rumah, memberikan data yang tidak benar untuk memperoleh
dokumen imigrasi, menambah, menguragi, mengubah atau menghilangkan
keterangan atau cap yang terdapat pada dokumen perjalanan.’

Selain itu, ditetapkan pula bahwa setiap orang asing yang ingin memasuki dan
melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan untuk mengurus dan memiliki perizinan
keimigrasian yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia.
Bagi orang asing merugikan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, maka perlu diberikan
tindakan dan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Maksud dan tujuan tindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran
keimigrasian adalah antara lain memberi rasa jera dan disamping itu juga untuk
menegakkan Kedaulatan Negara.

Namun, masih ada saja pelanggaran orang asing yang masuk ke wilayah
Indonesia dan terdapat banyak kasus dan berbagai macam kasus salah satu contoh
kasus yaitu Warga Negara Asing asal Filipina yang melakukan pelanggaran izin
tinggal dan masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Sesuai
dengan observasi awal dari hasil wawancara salah satu anggota Tim Pengawasan
Orang Asing (TIMPORA) mengatakan bahwa benar adanya orang asing dari
Fhilipina yang melakukan pelanggaran yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui
pemeriksaan imigrasi, tujuan orang asing tersebut datang untuk menikahi gadis
pujaannya yang berasal dari kabupaten sidrap , dan TIMPORA langsung menindak

dan Warga Negara Asing Fhilipina ini akan di deportasi melalui bandara sam

7 M.Alvi Syahrin, Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegraan (Stateles) yang Ditahan Lebih
dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta:Studi Kasus Danko Nizar Zlavic
(Jurnal Fiat Justicia, Vol 3No.2 Edisi September 2017) h.457



ratulangi manado. Ini baru satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi dan masih ada
lagi , karena kasus ini baru tejadi pada tahun ini sekitar bulan februari.

Oleh karena itu, perlunya tingkat pengawasaan yang dilakukan kantor imigrasi
kelas Il TPI PAREPARE perlu ditingkatkan lagi dalam mengawasi orang asing yang
ingin masuk ke wilayah Indonesia sehingga tidak adanya lagi pelanggaran-
pelanggaran seperti kejadian-kejadian yang telah terjadi dan lebih memperketat
pintu-pintu masuk bandara, pelabuhan dan lain-lain .

Berdasarkan permasalahan dan gejala yang telah dipaparkan di atas terkait
mengenai sistem pengawasan warga negara asing, maka menurut analisa sementara
perlu melakukan penambahan personil dalam melakukan pengawasan di setiap pintu
masuk baik bandara, pelabuhan dan lain-lain. Maka dari itu, calon peneliti
berinisiatif untuk melakukan penelitian yang lebih detail dalam rangka mengetahui

“kasus warga negara asing dalam pengawasan kantor imigrasi kelas Il TPI Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik pokok
masalah dalam penilaian ini adalah bagaimana “implementasi keimigrasian wilayah
parepare terhadap warga negara asing (perspektif siyasah dusturiyah)” dengan sub
rumusan masalah sebagai berikut :
1.) Bagaimana Sistem Pengawasan di imigrasi kelas Il TPl Parepare dalam
mengantisispasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing?
2.) Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah
kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Parepare Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian
1.) Untuk mengetahui Sistem Pengawasan di imigrasi kelas Il TPl Parepare dalam
mengantisispasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing
2.) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di

wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare.



D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya bisa bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa

sumbangan pemikir dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang

berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang pengawasan warga negara asing telah
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 oleh Kantor

Imigrasi Kelas Il TPI Parepare di wilayah kerjanya.

2) Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi masukan untuk
penyempurnaan aturan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan warga negara
asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare. Dan
diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah Akademisi, Praktisi
khususnya, dana masyarakat luas pada umumnya.

2. Bagi tenaga kerja asing diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan acuan bagi para TKA agar memiliki keterampilan dan rasa tanggung
jawab dalam mewujudkan suasana kerja yang sebagaimana mestinya.

3. Bagi peneliti, diharapkan untuk mencari hal yang menarik yang bisa dijadikan

sebagai objek penelitian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare
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KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan
gambaran pokok yang akan direnungkan dengan pemeriksaan komparatif yang telah
dilakukan oleh para ahli terdahulu sehingga tidak ada pengulangan dalam
pemeriksaan ini. Mengingat pencarian referensi eksplorasi yang dipimpin oleh
pencipta, ada beberapa pemeriksaan masa lalu yang terkait dengan eksplorasi
pencipta. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Tayyib mahasiswa
Universitas Hasanuddin dengan judul “Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi
Kelas 1 Makassar”. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif, Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer
(wawancara dan observasi) dan data sekunder (penelitian kepustakaan). Berdasarkan
dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : Paspor adalah
dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya
dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan
perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah,
kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk
kembali ke tanah air. Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Hal ini
menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya
dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI harus
diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa
berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika halaman
paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang. Paspor digunakan ketika kita akan
memasuki perbatasan negara lain. Kemudian pihak berwenang dari negara tujuan
akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada halaman

paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara. Paspor merupakan bukti



identitas diri di luar tanah air. Hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut
untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah
dokumen milik negara. Paspor RI harus diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun
setelah paspor tersebut habis masa berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum
habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang.
Paspor digunakan ketika kita akan memasuki perbatasan negara lain. Kemudian
pihak berwenang dari negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran
yang ditempel pada halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara.
Pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas | Makassar selalu menjadi pusat perhatian
di kalangan masyarakat secara umum. karena pada hakekatnya dituntut untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas dengan tujuan tercapainya kepuasan seluruh
masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan kualitas pelayanan dapat diketahui
dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyatanyata
mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan
atau inginkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat
dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan, maka
pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan
maka pelayanan tersebut memuaskan. Untuk menentukan kualitas pelayanan paspor
di kantor imigrasi kelas | Makassar.®

Ada persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber
data yang digunakan dari primer dan sekunder. Dan penelitian diatas menggunakan
metode pendekatan kualitatif bersifat deskriktif sedangkan perbedannya penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan dari segi spesifikasi objek
penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan kualitas pelayanan paspor
sebagai spesifikasi objek, penelitian ini spesifakasi objeknya yaitu sistem

pengawasan terhadap warga negara asing.

8 Muhammad Tayyib “Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar” (SKripsi
Sarjana ; Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik , Prodi Administrasi Negara , 2015)



Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Heria Novarera mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Pelanggaran
Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA)”. Penelitian
tersebut di lakukan melalui pendekatan yuridis sosiologi, penelitian ini juga
menggunakan metode Libarary Research (Penelitian Kepustakaan) dan field
research (Penelitian Lapangan). Adapun sumber data yang di gunakan adalah data
primer dan sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat di
simpulkan bahwa : berdasarkan fakta di lapangan, Penegak hukum Kantor Imigrasi
Kelas 1 Jambi, apabila ditemukan suatu pemikiran atau dugaan dan pelanggaran
peraturan migrasi, penilaian manajerial terhadap orang luar dilakukan dengan
memberikan kewenangan kegiatan pergerakan seperti ekstradisi, penangkalan,
penangkalan dan biaya biaya. Selanjutnya, pemberian visa dengan KTP hitam-hitam,
yang benar-benar unik tetapi memiliki sifat menyesatkan, tentu akan tergantung pada
kesalahan, yang akan ditangani di kantor penyidik dan dakwaan, penangkapan, dan
kurungan. Orang luar yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya atau
melakukan latihan yang tidak sesuai dengan harapan dan alasan pemberian rumah
tersebut, misalnya seorang warga Myanmar yang mulai sekitar tahun 2009 telah
berada di Indonesia, memiliki KTP dan, anehnya, kartu keluarga untuk penduduk
Indonesia. demikianlah kiranya, dan apabila pada jam pemeriksaan atau pemeriksaan
terbukti bahwa unsur-unsurnya kokoh, maka dikutuk suatu pelanggaran peraturan
migrasi menurut KUHAP, mengenai penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan
kurungan. Namun jika organisasi tersebut baru-baru ini dianggap, aktivitas otoritas
dipaksa dan disingkirkan, namun tidak segera diusir, harus melalui jalur utama yang
jelas-jelas didahulukan, mendapatkan tanda pengenal dan visa, penghindaran lebih

lanjut atau sering disebut penghalangan, dan ini telah diizinkan oleh Konstitusi.®

Ada persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber

data yang digunakan dari primer dan sekunder, dan penelitian ini juga menggunakan

® Heria Novarera “Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA)”
(Skripsi Sarjana ; Fakultas Syariah , Prodi Hukum Pidana Islam , 2018)
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metode Libarary Research (Penelitian Kepustakaan) dan field research (Penelitian
Lapangan). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu dari segi
spesifikasi objek penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan pelanggaran
keimigrasian yang dilakukan WNA sebagai spesifikasi objek, penelitian ini
spesifakasi objeknya yaitu sistem pengawasan terhadap warga negara asing.
Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Indah Apriyani BR Pane mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul “Pengawasan Terhadap
Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara”. Penelitian
tersebut dilakukan dengan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan
yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah
metode pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data
primer yaitu penelitian ini yang dilakukan dengan langsung melakukan wawancara
(field research). Penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder. Berdasarkan dari
hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : Berdasarkan fakta di
lapangan, hasil pertemuan dengan Mr. Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku
Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Medan yang
selesai pada 22 Januari 2019 menyampaikan bahwa visa kunjungan akan diberikan
kepada orang luar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digambarkan sebelumnya.
Pelan-pelan, tahapan pemberian visa kunjungan untuk beberapa kali kunjungan
dilakukan mulai dari bagian permohonan orang luar pada utusan Kantor Imigrasi
Luar Negeri atau di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut dan
setelah itu sesudahnya. untuk memenuhi kebutuhan yang telah diberikan, konsulat
memberikan data tentang orang luar dan permintaan pengesahan kepada Direktorat
Jenderal Imigrasi. Untuk memberikan pengesahan tersebut, Direktorat Jenderal
Imigrasi beserta kantor-kantor penting ditutup tanpa memperhatikan apakah orang
luar tersebut dapat masuk ke Indonesia. Jika Ditjen Imigrasi telah memberikan
endorsement kepada pihak luar, safe haven internasional akan memberikan visa

kunjungan. Pemberian visa berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal
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Imigrasi, sedangkan Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Medan merupakan unit
pembantu daerah yang diserahi tugas mengelola orang luar yang telah mendapatkan
visa. Berbeda dengan pemberian visa pada saat kedatangan dimana permohonan visa
untuk sementara waktu tidak harus berlaku di KBRI dalam negeri, hamun visa
tersebut dapat diberikan ketika orang luar berada di Konter Visa On Arrival di
terminal udara atau di pelabuhan yang masih merupakan wilayah global dan di sana
orang-orang luar campur tangan dengan membeli visa kunjungan saat mendarat
dengan biaya $35,- (35 dolar AS). Setelah orang luar mendapatkan visa kunjungan
pada saat kedatangan, orang luar tersebut memasuki Pos Pemeriksaan Imigrasi untuk
diperiksa kembali apakah orang luar tersebut dikenang karena rundown keputusasaan
atau tindakan balasan. Dengan asumsi bahwa orang luar disimpan dalam daftar
keputusasaan atau antisipasi, orang luar dihalangi untuk memasuki wilayah
Indonesia. Terlebih lagi, dalam hal nama orang luar tidak terdaftar, orang luar
tersebut diperbolehkan masuk dan diberi stempel, tanda atau stiker untuk
menjelaskan status visa. Meskipun demikian, tidak semua Tempat Pemeriksaan
Imigrasi dapat disetujui untuk memberikan visa kunjungan pada saat kedatangan.
Berikutnya adalah daftar Pos Pemeriksaan Imigrasi dengan tampilan kantor visa

kunjungan..t

Adapun persamaan penelitlan diatas dengan penelitian ini terletak pada
pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan sumber data
yang digunakan dari primer dan sekunder juga pengumpulan data yang akan
digunakan dalam penelitian meliputi: observasi, interview (wawancara) dan studi
pustaka . Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu dari segi
spesifikasi objek penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan visa kunjungan
sebagai spesifikasi objek, penelitian ini spesifakasi objeknya yaitu sistem

pengawasan terhadap warga negara asing.

10 Indah Apriyani BR Pane “Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa
Kunjungan di Sumatera Utara.” (Skripsi Sarjana ; Fakultas Hukum , Prodi IImu
Hukum/Hukum Administrasi Negara 2019)



12

B. Tinjauan Teoritis
Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-
konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti
dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Sistem Pengawasan
Sistem menurut beberapa ahli, diantaranya :

a. Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008) adalah sebagai berikut :
“Sekelempok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan
(subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu)”.

b. Pengertian sistem menurut Winamo (2006) adalah sebagai berikut :
“Sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapa tujuan
tertentu”.

c. Pengertian sistem menurut McLeod yang dikutip oleh Machmud (2013)
adalah sebagai berikut : “A sistem is a group of elements that are
integrated with he common porpose of achieving anobjective”. Sistem
adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama
untuk mencapai suatu tujuaan. (Machmud, 2013)**

Dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem
yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.
Pengawasan Menurut Hukum

Aurti dari pengendalian dapat diungkapkan sebagai berikut: Pengawasan adalah

cara yang paling umum untuk mengamati latihan untuk menjamin latihan ini

selesai sesuai rencana dan mengatasi setiap penyimpangan Kritis. 2 secara
keseluruhan, terlepas dari apakah tindakan itu seperti yang diharapkan, jika

tidak, maka diperlukan koreksi. Menurut Robinson, kontrol adalah cara paling

1 Rini Asmara, “Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (Jurnal J-Click Vol 3 No 2 Desember 2016),
h.82
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umum untuk mengamati latihan untuk memutuskan apakah orang dan asosiasi
yang sebenarnya memperoleh dan menggunakan aset dengan sukses dan efektif

untuk mencapai tujuannya, dan memberikan solusi jika tidak tercapai.'?

Pengawasan Menurut Siyasah Dusturiyah
Controlling atau pengawasan Di dalam al-Qur’an, kata ini disebutkan pada beberapa
ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama
pengawasan dari Allah swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:
1. QS. An-Nisa [4]: 1
11 5805% 2105 1588 Yl Lt G5 16035 Lo (3185 80m.5 (pdd (ya oKAIR (301 205 157 (T

s sl & A 37 aa VT3 5y 0 leld sl

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;
dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. QS. Al-Maidah [5]: 117
Gl i€ 5 Ll g iz L Vel agile $i3% 2005 o AT et ol iy el W ) agd il

Artinya : “Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau
perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan
Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di
antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi

mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”

12 Noer Rohmah ,”Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadist” (Journal
Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 (Desember) 2019), h. 33
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3. QS. Asy-Syura [26]: 6
BB N I AR [ PO g P
Artinya : “Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang

kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.”*®

2. Teori Orang Asing

Orang Asing Menurut Hukum
Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia
dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum
asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan
dengan pengertian itu, Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang
yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.*

Mengenai Orang Asing yang masuk ke Indonesia telah diatur pada Undang-
Undang yang akan dijelaskan sebagai berikut:
Undang-Undand Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Penyelesaian Kewarganegaraan
Ganda antara Indonesia dengan RRC.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Hak dan Kewajiban Orang Asing yang berada di Indonesia :
Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga
negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-peembatasan

tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

Blbid, h. 37
14 UU No.12 Tahun 2006 Pasal 7
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat
dibatasi ruang geraknya , bahkan dapat dideportasi atau di persona non grata kana tau
diserhkan kepada negara lain, teruama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini
tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai
hak keluar masuk wilayah Indonesia) , tetai untuk orang asing hanya mempunyai hak
keluar wilayah Indonesia. Disamping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam
politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai
hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di
Indonesia. Di bidang politik fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan
internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat
tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Hukum keimigrasian
digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti menyangkut
masalah sentiment ras, agama, serta factor lain yang berkaitan dengan komposisi atau
struktur kependudukan dalam suatu negara.

Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di
Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga
Kerja sesuai dengan UU No.3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Orang asing juga dilarang melakukan
perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi. Adapun yang
dimaksud dengaperdagangan kecil dan eceran adalah :

Mencari keuntungan dari oembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan
perubahan teknis pada barang itu;

Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk
menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;

Melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-
produsen kecil untuk diteruskan kepada perantara.
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Di bidang agraria, pun terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak
pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus,
yaitu pajak bangsa asing. Ketentuan diatur dalam Undang-Undang tentang Bangsa
Asing.

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut.
. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh
perusahaan.
. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara local, nasional,
regional ataupun secara internasional.
. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan
pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
. Berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat yang
tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang

berbeda warga negara.

Adapun Pengawasan Orang Asing , yaitu :

. Pengawasan orang asing di wilayah kerja masing-masing UPT dapat dilakukan oleh
masing-masing instansi anggota Tim Pora terkait dengan tugas dan fungsi dengan
terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua Tim Pora sebelum dilaksanakannya
kegiatan pengawasan .

Dalam hal pengawasan orang asing dilakukan oleh instansi terkait, lain diharapkan
mengikutsertakan petugas imigrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

. Petugas yang melakukan pengawasan dari anggota Tim Pora, membuat laporan
pengawasan yang diserahkan kepada ketua Tim Pora dan digunakan sebagai bahan
analisa terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah kerja masing-

masing Kantor Imigrasi.
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4. Laporan pengawasan disampaikan kepada ketua Tim Pora paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah dilaksankannya kegiatan pengawasan.*

Dengan tujuan untuk tidak henti-hentinya mengendalikan orang luar secara terorganisir
dan luas serta sebagai anak perusahaan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 69
UU Keimigrasian dan Pasal 194 PP 31 Tahun 2013, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia membentuk Tim Pengawas Orang Asing, yang dibingkai pada tingkat fokal
dan teritorial. Pada tingkat teritorial, terdiri dari: tingkat biasa, tingkat lokal/kota, dan
tingkat sub-kawasan. Sesuai Pasal 15 Menkumham Nomor 50 Tahun 2016, orang-
orang dari Tim Pora memiliki kewajiban dan pertimbangan terhadap organisasi yang
berlaku dan juga yayasan, dalam hal hal-hal yang berhubungan dengan Pengawasan
Orang Asing. Kemampuan yang dimiliki oleh Tim Pora adalah:

a. Sebuah koordinasi dan perdagangan informasi dan data.

b. Pengumpulan data dan informasi keberadaan pihak luar secara bertahap mulai
dari tingkat kota atau sub wilayah hingga wilayah.

c. Pemeriksaan dan penilaian informasi/data yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pengawasan Orang Asing serta pembuatan pedoman Pengawasan Orang Asing.

d. Merawat masalah sehubungan dengan kehadiran dan latihan orang luar.

e. Pelaksanaan dan pedoman hubungan dan partisipasi dalam Pengawasan Orang
Asing.

f. Kesiapan rencana kegiatan bersama yang unik atau tidak disengaja termasuk
rencana kegiatan otonom untuk setiap individu kantor dari Tim Pora; dan

g. Eksekusi yang berbeda masih mengudara oleh Ketua Tim Pora yang
berhubungan dengan Pengawasan Orang Asing.*°

Adapun Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dengan orang asing yang berada di

Indonesia, ialah :

15 Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, h.15

16 Ufi Mayakafti, “Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi
Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)”, (Jurnal Hukum
Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019), h.32
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Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
tepatnya Pasal 27 ayat (2) menyebutkan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajjib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia”.

Dengan kata lain, HAM (hak asasi manusia) adalah hak yang melekat pada diri
setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat
diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung
tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan,
jabatan, dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut, maka sebenarnya HAM di dunia berdasarkan jenisnya
adalah sebagai berikut:’

1. Hak asasi pribadi (personal right)

- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.

- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan

kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik (political right)
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.

- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

7 Jazim Hamidi, Charles Christian, “Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia”, (Cet-2
Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h.52
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- Hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi
politik lainnya.
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak asasi hukum (legal equality right)
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak asasi ekonomi (property right)
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-
lain.
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak asasi peradilan (procedural rights)
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- Hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan
penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya (social culture right)
- Hak menetukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- Hak mendapatkan pengajaran.
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
Kewenangan pengawasan
Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang
didelegasikan kepada:
a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat.
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk

melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi:
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c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di

kabupaten/kota atau kecamatan.

d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk

melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan
wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menutut pihak lain untuk
melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang pemerintahan
berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni wewenang yang harus sesuai dengan
aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat
dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.

2. Wewenang yang bersifat fakultatif, yakni wewenang yang dimiliki oleh
badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau
keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak
masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan
dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

3. Wewenang bersifat bebas, yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan
(administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan,
karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang
tersebut.

Pengertian Siyasah Dusturiyah
Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa , berarti mengatur , mengurus dan
memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian
kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus
dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yanag bersifat politis untuk mencakup
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sesuatu.'® Dalam figh siyasah , konstitusi disebut juga dengan dustury. Kata ini
berasala dari bahasa Persia. Semula artinya adalah ‘“seseorang yang memiliki
otoritas, baik dalm bidanag politik maupun agama”®. Dapat disimpulkan bahwa
siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas Perundang-undangan
Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-
Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu
Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demikrasi
dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundan-undangan tersebut.
Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga
Negara yang wajib dilindung.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang
pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik
maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi
dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita
masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. Figh
siyasah dusturiyah terbagi kepada:%°
Bidang siyasah tasyri’iyyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi,
persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu
Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan,
peraturan daerah, dan sebagainya.

Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan
bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.

Bidang siyasah gadlaiyyaha, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

18 Dr.Muhammad Igbal,M.Ag “Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” (Cet ke-
1,Jakarta:Pranamedia Group, 2014) h.3

9 1bid, h.177

20 Anjar Kurniawan, “Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (studi di desa banjarsari,
kecamatan waysulan, kabupaten lampung selatan), (Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h.32-33
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Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan
kepegawaian

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah
Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.
Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:!
Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
Persoalan bai’at
Persoalan waliyul ahdi
Persoalan perwakilan
Persoalan ahlul halli wal aqdi
Persoalan wizarah dan perbandingannya
Persoalan Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok :
pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun Hadits, magashid
Syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-
dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi,
termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sumber Siyasah Dusturiyah

Sumber fikih dusturiyah, ialah :

a. Al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip
kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-
quran.

b. Hadists yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri

arab.

21 Dahlia “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam
Sistem Hukum di Indonesia” (Skripsi; Fakultas Syariah , Program Studi Hukum Tata
Negara , Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2020), h.25-26
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c. Kebijakan-kebijakan Khilafah al-Rasiyidin di dalam mengendalikan
pemerintah. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya
pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada
kesamaan alur kebijakan vyaitu, beriorentasi kepada sebesar-besarnya
kepada kemaslahatan rakyat.

d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih dusturiyah hasil ijtihad
ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih
dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya
haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip al-quran dan hadis.??

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kasus warga negara asing dalam pengawasan kantor
imigrasi kelas Il TPl Parepare”

Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi
pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih
spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait
dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta
dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang
pembatasan makna dari judul tersebut.

1.) Implementasi
Implementasi merupakan sebuah penerapan dan pelaksanaan suatu hal.
2.) Wilayah Parepare
Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan

jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan

22 Muchammad Ainul Hidayat “Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang
Pembagian royalti Minerba”, (Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.33-34
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Timur, Filipina dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Dengan batas
wilayah Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur,
Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat
3.) Orang Asing

Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara
Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula
badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.
Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 menyebutkan
setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

4.) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas Perundang-
undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi,
(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam
suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demikrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundan-undangan
tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam
siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-

hak warga Negara yang wajib dilindung.
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Hasil Penelitian




BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam propsal ini meliputi beberapa hal yaitu
jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data
yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.?®> Untuk

mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu
penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,
yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini
berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data
secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil
penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk
dipahami. kedua, pendekatan penelitian ini mampu membangun keakraban dengan
subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan
penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di
lapangan. ketiga, peneliti pengharapkan pendekatan mampu memberi jawaban atas
rumusan masalah yang telah diajukan.?*

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas Il TPI PAREPARE
berlamatkan di Jl.Jenderal Sudirman No.87 Parepare , adapun waktu penelitian yang

digunakan kurang lebih dua bulan.

23 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare:
STAIN Parepare, 2013), h.33.

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press,
2010),h. 25.

26



27

1. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare
Visi :
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”
Misi :
“Melindungi Hak Asasi Manusia”

2. Adapun pelayanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare
terhadap masyarakat, yaitu :
1. Passpotr ;
Ijin Tinggal Kunjungan ;
ljin Tinggal Terbatas ;
Ijin Tinggal Tetap ;
ljin Tinggal WNA ;
Kewarganegaraan WNI Ganda ;
Biaya ljin Tinggal WNA ;

© g > W K~ W DN

Pengaduan Masyarakat ;
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3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare

KEPALA KANTOR
ARIEF EKA RIYANTO.A.Md.Im..S.H..M.H
KEPALA TATA USAHA
DERITA S H
KAUR
[Ifﬁgf/[ KAUR KEPEGAWAIA
MULAwar || KEUANGAN N
MAN.S.H SYAMSIR,S.E NURDAdNIA,S.p
| |
KASI LALITAKLIM KASI INTELDAKIM
MULAWARMAN.S.H ANDI BRIAN
| HERMAWAN,A Md..Im.,S.H
|
KASUBSI KASUBSI INTALKIM KASUBSI KASUBSI
LANTASKIM ANDI LATENRISUKKI INTELKIM DAKIM
MUH.IKBAL PABBETENG,S.E HERU DWI A.ARYANTLA.M

BANGSAWAN.S.H MULYAWAN,S.H d.Im.,S.H

KELOMPOK

JAMBATAN

FUNGSIONAL
TERTENTU
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C. Fokus Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan
ternadap warga negara asing perspektif siyasah dusturiyah : studi di kantor imigrasi

kota parepare.

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana
data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber
data yaitu data primer dan data sekunder :
b. Data Primer
Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari
narasumber melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun yang
akan diwawancarai adalah anggota imigrasi kelas Il TPl Parepare dan pihak-pihak
yang terkait.
c. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu
dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam
penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel

yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusun
proposal ini antara lain:
a. Teknik Library Research:
Teknik library research digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa
literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan

kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta



30

mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
b.Teknik Field Research:

Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk
mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan
dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data
dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.?®> Teknik
ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan
karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan, artinya pengamatan dilakukan
secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke
lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti
langsung di Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare.

2. Wawancara (interview)

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi
sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara
merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian
kualitatif. Wawancara penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai
tujuan.?® Disini penelitilah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing
pembicaraan menuju permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis
melakukan wawancara dengan anggota imigrasi kelas Il TPl Parepare dan pihak-
pihak yang terkait.

3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), sejumlah fakta dan data

%5 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik” (Jakarta : Bumi Aksara, 2016)
h.143
26 |hid, h.160
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tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi biasanya berbentuk surat-surat,
laporan, foto, dil. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa
struktur organisasi, jumlah anggota, dan data-data lain.?’

F. Uji Keabsahan Data

Eksplorasi subjektif dianggap substansial jika memiliki tingkat kepercayaan
(validitas), kemampuan beradaptasi (adaptability), keteguhan (steadfastness), dan
kepastian (confirmability).

1. Penelitian Kepercayaan (believability/Internal Validation)

Penelitian berangkat dari sebuah informasi. Informasi adalah segalanya dalam
penelitian. Dengan demikian, informasi harus benar-benar substansial. Proporsi
persetujuan review dilacak di perangkat untuk mengumpulkan informasi, apakah itu
benar, tepat, tepat dan mengukur apa yang seharusnya diperkirakan. Perangkat untuk
mengumpulkan informasi pemeriksaan subjektif terletak pada eksplorasi yang
dibantu dengan teknik wawancara, FGD, persepsi dan studi arsip.

2. Adaptasi (Validasi Eksternal)

Persetujuan dari luar berhubungan dengan tingkat ketepatan apakah hasil
pemeriksaan dapat diringkas atau diterapkan pada masyarakat di mana contoh
tersebut diambil atau ke berbagai lingkungan kelompok dengan kualitas yang hampir
sama. Mengetahui hal ini, itulah yang dikatakan nasution "untuk spesialis subjektif,
kemampuan beradaptasi bergantung pada klien, khususnya, seberapa besar
konsekuensi eksplorasi pada titik mana pun dapat digunakan dalam pengaturan dan
keadaan tertentu.

3. Keandalan (Ketergantungan/Keandalan)

Freedom, atau disebut juga review dependency, menunjukkan bahwa pemeriksaan
memiliki sifat konsistensi dengan menunjukkan konsistensi dan ketergantungan

informasi atau penemuan yang dapat direproduksi. Untuk situasi ini, Susan Stainback

27 1bid, h.175
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menyatakan bahwa ketergantungan berhubungan dengan tingkat konsistensi dan
keamanan informasi yang ditemukan.

4. Kepastian (confirmability/Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep “Konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui
member chek, triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali,
melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga tehnik
analisisnya sesuai analisis data yang dapat dijelaskan menggunakan langkah-langkah
sebagai berikut :%8
a. Reduksi Data (data reduction)

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam
reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian
atau pemfokuskan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi
yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selam proses penggalian
data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang
peneliti masih berlangsung, dan pelaksanaanya dimulai sejak peneliti memilih kasus
yang akan dikaji.

Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan
membuat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan.
Dalam hal ini peneliti dalam melakukan coding, mencari dan memusatkan tema,
menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti. Langkah semacam
ini terus dilakukan hingga proses penulisan laporan penelitian dilakukan.

b. Sajian Data (Data Display)

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data
adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk
menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu

rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang

28 Dr.Farida Nugrahani, M.Hum “Metode Penelitian Kualitatif”, h.174
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disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan
sajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah
dipahami.?®

Sajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal
yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada
sesuai dengan rumusan masalahnya.

c. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Makna adalah hal penting dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha
menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan
mendalam. Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa
yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati.*

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan
interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam
konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam
penelitian kualitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu

diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan.

29 |bid, h.175
%0 1bid, h.176



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan di Imigrasi Kelas 1l TPl Parepare dalam
mengantisispasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing
Kantor Imigrasi kelas 1l TPl Parepare merupakan unit pelaksanaan teknis di
dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah dan juga harus
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang
disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 (ayat 1)
Keimigrasian membentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau di kecamatan
salah satunya di kota Parepare untuk melaksanakan fungsinya. Adapun dimana
Kantor Imigrasi Parepare dalam melakukan sistem pengawasan mengantisipasi
pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilakukan
dengan cara setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan
hukum , sebagaimana menurut Ibu A. Aryanti bahwa :
Sistem pengawasan dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang
dilakukan oleh warga negara asing itu selalu menjadikan hukum sebagai
pedoman dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Imigrasi
Kelas Il TPI Parepare di dasarkan oleh hukum yakni Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.®!

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijadikan
pedoman dalam pembentukan peraturan di Imigrasi Kelas Il TPl Parepare
menggunakan hukum yang berlaku , hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan
kekuasaan negara dalam yang selalu dilandaskan pada peraturan yang sudah ada.
Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya
aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanannya. Dalam konteks ini

31 A, Aryanti, Kasubsi Dakim Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare, Wawancara dilakukan oleh penulis
di Kantor Imigrasi Kelas Il TP Parepare, 23 Juni 2021
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dapat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar dalam
menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Abd. Rahman bahwa :
Sistem pengawasan dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang
dilakukan oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare itu
selalu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian.*

Terkait hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan orang asing
harus didasarkan pada hukum salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan
adalah Peraturan Pemerintah. Imigrasi Parepare dalam melakukan pengawasan
selalu mengikuti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Walaupun dilakukan berbagai cara untuk mengantisipasi pelanggaran yang
dilakukan oleh Warga Negara Asing terkadang masih ada yang melakukan
pelanggaran dengan cara-cara keluarga Warga Negara Asing tersebut
menyembunyikan identitasnya dari tim Kantor Imigrasi, maka disinilah peran
tim dari Kantor Imigrasi sebelum melakukan tindakan penangkapan terlebih
dahulu melakukan penyelidikan ke lokasi dan jika sudah terbukti dia melakukan
pelanggaran maka dari pihak Kantor Imigrasi menindaklanjuti dan dapat
diselesaikan dengan proses hukum pidana atau dikenakkan tindakan
administratif keimigrasian berupa deportasi. contoh pelanggaran yang banyak
dilakukan seperti lebih masa tinggal di Indonesia atau dengan kata lain overstay
sudah lebih dari 60 hari maka diberlakukan tindakan administartif selain di
deportasi, dia juga akan dicekal tidak diperbolehkan masuk Wilayah Indonesia
dengan jangka waktu tertentu seperti 1 tahun — 2 tahun semua tergantung
keputusan. Untuk itu perlu ada batasan yang tegas dalam proses penegakkan

hukum yang dapat ditempuh yaitu tindakan hukum pidana dengan tindakan

32 Abd. Rahman , Kepala Sub Seksi Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare, Wawancara
dilakukan oleh penulis di Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Parepare, 23 Juni 2021
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administratif, sehingga proses penyelesain perkara keimigrasian dapat dilakukan

secara cepat, efesien, dan efektif. Dan pelanggaran yang tidak bisa diberikan

toleransi yaitu yang masuk ke dalam tindak pidana keimigrasian dalam
ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 113 — Pasal 136. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jadi, Kantor Imigrasi Parepare memiliki prosedur pengamanan Warga Negara

Asing yang melanggar dari hasil operasi bersama Tim Pora , yaitu:

1.) Setiap orang yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan pengamanan
lebih lanjut;

2.) Pengamanan tersebut dilakukan dengan membawa pelaku pelanggaran ke
Kantor Sekretariat Tim Pora untuk diamankan;

3.) Pelaku pelanggaran kemudian dilakukan pemeriksaan tahap awal oleh
petuga Imigrasi;

4.) Petugas Imigrasi yang melakukan pemeriksaan kepada pelaku pelanggaran
membuat berita acara pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran;

5.) Berita acara kemudian diserahkan kepa Ketua Tim Pora untuk mendapatkan
disposisi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut;

6.) Ketua Tim Pora memberikan disposisi atau putusan terkait dengan hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pelaku;

7.) Pelaku pelanggaran yang ditetapkan bebas berdasarkan keputusan dari Ketua
Tim Pora, maka terhadap yang bersangkutan dikembalikan ke tempat
tinggalnya;

8.) Pelaku yang ditetapkan bersalah sesuai dengan keputusan Ketua Tim Pora,
maka akan diberikan sanksi sesuai dengan keputusan baik itu Tindakan
Administratif Keimigrasian maupum Pro Justitia;
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9.) Pelaku pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian
selanjutnya dilakukan pendetensian dan dilakukab pemeriksaan urine dan
pemeriksaan kesehatan;

10.) Pelaku pelanggaran yang dikenai sanksi Pro Justitia selanjutnya akan
diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-Undangan yang
berlaku.

Dan adapun salah satu upaya yang dilakukan dengan penerapan selective policy
yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan
Keamanan (Security Approach) dengan Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity
Approach). Kebijakan ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat
membawa manfaat bagi negara dan tidak memiliki potensi melakukan hal-hal yang
dapat membahayakan negara yang diizinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan di
Wilayah Negara Indonesia.

Dan adapun sistem pengawasan keimigrasian meliputi 2 cara yaitu :
1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,

1.) yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan,
surat atau dokumen lain, daftar cekal, dan pengelolaan data, informasi
mengenai:

e Pelayanan keimigrasian bagi orang asing;

e Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

e Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;

e Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/ atau
penindakan keimigrasian;

e Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi
setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian;

e Orang asing dalam proses peradilan pidana;

2.) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau

pencegahan;
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3.) Pengambilan foto dan sidak jari;

keimigrasian daripada warga negara Indonesia maupun orang asing.
Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan
perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi,
bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal

Imigrasi.®
2. Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 74
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan
operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan
dengan melakukan serangkain pemantauan, atau penyelidikan secara
wawancara, pengamatan dan pemggambaran, pengintaian, penyadapan,
pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan nformasi dan
kegiatan lainnya. kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan
keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam
rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam
hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing
yang masuk keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan
orang asing yang melanggar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan
terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan

keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan®,

Pengawasan lapangan dilakukan ditempat-tempat dimana beradanya orang asing
seperti di hotel. Perusahaan-perusahaan, pedesaan dan sejenisnya, pusat keramaian
ataupun tempat hiburan lainnya. pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan

incidental :

33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Pasal 67 dan Pasal 68
34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Pasal 69 dan Pasal 74
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1.) Kegiatan Rutin
Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran
keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi
atau berkalaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.
2.) Operasi
Adanya upaya untuk di batasi memperoleh data/keterangan tentang adanya
pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaanya dibatasi dengan
daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan di
lapangan meliputi:
a. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
b. Hasil penilian sumber data.
c. Hasil penelian dari masyarakat, berita media massa cetak dan elektronik.
d. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta.

e. Hasil pengembangan sumber data yang ada.



Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare
Januari s/d Oktober Tahun 2017

TINDAK ADMINISTRATIF
NO. 1ZIN KEIMIGRASIAN -PASAL 75
TEMPA PASP |TINGG Ki—fl\lTIT AYAT (2) PENGAJ
N NAMA T KEBA OR AL PASAL SUMBE UAN
o LENGK | TANGG [ NGsSA | (MAS | (MAS YANG R HHHf (HH Tempat KEBERA
AP AL AN A A DILANG KASUS |ur(ur|ur ruf ur | ur Deportasi/Pe TAN
LAHIR BERLA| BERL |~ ° = uf ufpuf) g ufuf o langan
KU) AKU) alb|c e | f
1 2 3 4 S 6 7 8 O |10| # |12 |13| # 15 16
1 |Benard Mahelma |Prancis Visa 78 UU Yang Bandara 2K11FC
Gilbert 02/04/19 V6861 |317 No.6 bersangk Internasional 0002-R
Camile 67 4480 Tahun utan Soekarno
Cortes 07/10/2 2011 Hatta
013
S/D
06/10/2
023
2|Lei Hubai, China E97406|Visa Pasal 78 |Informasi Bandara Tidak
Biyuan 26/01/97 116 Kunjun |ayat (2) Masyara Internasional Ada
o 28/02/2 |gan UU No.6 (kat Soekarno
017 s/d Tahun Hatta
28/02/2 2011
027
3|Hamirah |[Sabah, Malaysi|H4045 |Visa Pasal 78 |Informasi Bandara Tidak
Binti 10/10/19 |a 2216 Exempt |ayat (2) Masyara Sultan Ada
Harifuddi |99 28/02/2 |ion UU No.6 |kat Hasanuddin
n 017 s/d Tahun
02/06/2 2011
022
4| Sulaiman|Sabah, Malaysi|H3905 |Visa Pasal 75 |Yang Pelabuhan
Bin Azis |12/02/19 |a 3425 211 UU NoO0.6 |bersangk Nunukan
70 08/11/2 Tahun utan
016 s/d 2011
08/11/2
021
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Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare

Januari s/d November Tahun 2018

TINDAK ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN -PASAL 75

NO. IZIN |KETENT
TEMPA PASPO|TINGG| UAN AT PENGAJ
N NAMA T KEBA R AL PASAL SUMBE UAN
LENGK | TANGG [ NGSA R HIH|H H|H KET|
o AP AL AN (MASA|(MASA| YANG KASUS |ur|ur|ur Hu ur lur Temp_at KEBER
BERLA| BERL [DILANG ruf Deportasi/Pem| ATAN
LAHIR KU) AKU) GAR uf| uf |uf d uf (uf ulafgan
alb|c e|f
1 2 3 4 5 6 7 8 9(10|11|12|13(14 15 16 17
1|Zairun Sabah, [Malaysi|H4088 |Visa Pasal 75 [Informasi TPI Pelabuhan|Tidak
Bin 25/01/19 |a 9843 Kunjun |dan Pasal |Masyara Kota Tarakan [Ada
Mohd 59 gan 78 UU kat
Azabah 27/03/2(No.6
018 Tahun
2011
2|Basah Sabah, Malaysi|H3333 |Visa Pasal 78 |Informasi Bandara 2K11FC
Bin Ismaill07/01/19 |a 9550 Kunjun |UU No.6 [Masyara Internasional |002-S
71 05/10/2 |gan Tahun kat Soekarno Dikeluark
014 s/d 2011 Hatta an di
10/05/2 Parepare
019 31/07/20
18
3|Baco Bin [Sabah, Malaysi|H3597 |Visa Pasal 78 |Informasi Bandara
Ambotan [07/10/19 |a 6451 Kunjun |UU ayat |[Masyara Sultan
g 52 21/10/2 [gan 2) kat Hasanuddin
015 s/d
21/10/2
020

Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing
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Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Parepare Pada Tahun 2019

o TINDAK ADMINISTRATIF
N - KEIMIGRASIAN -PASAL 75
TEMPA PASP 1Z1IN KE—II—AE'\'TIT AY AT (2) PENGAJ
~N NAMA T KEBA OR TINGGA PASAL SUMBE UAN
o | LENGK | TANGG | NGSA | (MAS L (MASA| 0 0 R HlH | H P Tempat <EBER
AP AL AN A BERLAK | (7 Ga| KAasSUs (urjurfur [ glurjur o ortasivPe | AT
LAHIR BERLA w AR ufl uf | uf | 7 uf uf ulangan
KU) al b | c e -
1 2 3 4 5 [S] 7 8 O |10| # |12 |13| # 15 16
1| Muhamm |[Sabah, Malaysi| H3095 Pasal 78 e hd 1/5/2019
ad Taufik |O7/01/19 |a 29944 UuU No.6 a a
o9 Berlaku Tahun
tanggal 2011
27/10/2
016 s/d
27/10/2
o221
Abenales |Hendang |Philipin |P94915| Visa Pasal 78 h'd Y |13-06-2019
Arnel L eeyte, a 1z2A Multiple UuU No.6 a a
26/05/19 Berlaku | D212 Tahun
87 tanggal |No.\wv/6C8|2011
10/11/2 08033
019 s/d |berlaku
09/1.1/2 |tanggal
oz2s8 08/03/20
19 s/d
08/03/20
20
Irvwvan Bin|Sabah, Malaysi|Peraku Pasal 75 Y| Y 8/2/2019
Ladali 06/04/19 |a an Huruf a a |a
26 Cemas dan b UU
No.690 No.6
805 Tahun
BERLA 2011
KU
TANG
GAL
31/01/2
019 s/d
30/710/2
o19
Keduta
an
Besar
Malaysi
a




Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Parepare Tahun 2020

TINDAK ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN -PASAL 75

NO. IZIN |KETENT
TEMPA PASPO| TINGG UAN AYAT (2) PENGAJ
N NAMA T KEBA R AL PASAL SUMBE UAN
LENGK | TANGG | NGSA R H{H|[H H|[H KET|
o (MASA|(MASA| YANG Hu Tanggal KEBER
AP AL AN KASUS |ur|ur [ur ur |ur .
BERLA| BERL |[DILANG ruf Deportasi/Pem| ATAN
LAHIR uf| uf |uf d uf (uf ulangan
KU) | AKU) GAR alble el s g
1 2 3 4 5 6 7 8 9110|11(12|13|14 15 16 17
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Dilihat dari data warga negara asing yang melanggar pada tahun 2017-2020, Warga

negara asing pada tahun 2017 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 4 orang,

Warga negara asing pada tahun 2018 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 3

orang, Warga negara asing pada tahun 2019 yang melakukan pelanggaran ada

sebanyak 3 orang, Warga negara asing pada tahun 2020 yang melakukan

pelanggaran ada sebanyak 2 orang. Dan adapun uraian dari pasal yang dikenakan

kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Pada tahun 2017 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara
asing, yakni :

1)

2)

3)

Benard Gilbert Carnile Cortes yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 berbunyi , (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah
berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang
dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak
membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing
pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada
dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin
tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan
Penangkalan.

Lai Biyuan yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dan Penangkalan.

Hasmirah Binti Harifuddin yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif
Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

4.) Sulaiman Bin Aziz yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan
Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah
indionesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan
keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati
Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administartif Keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar
Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin
tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapan tempat tertentu wilayah
Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah
Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3)
Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan
terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman .

Pada tahun 2018 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara
asing, yakni :

1.) Zairul Bin Mohd Azabah yang dikenakan Pasal Pasal 75 dan Pasal 78
Undang-Undang Nomor 6 Tahum 2011 berbunyi, Pasal 75 (1) Pejabat
Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian
terhadap orang asing yang berada di wilayah indionesia yang melakukan
kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan
ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati Peraturan

Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administartif Keimigrasian sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar
Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan
izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapan tempat tertentu
wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari
wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa
Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan
hukuman . Dan

Pasal 78 (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa
berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam
puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak
membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan
Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3)
Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan
masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari
batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dan Penangkalan.

Basah Bin Ismail yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir
masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang

tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
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Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan
Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir
masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

3.) Baco Bin Ambotang yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif

Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pada tahun 2019 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara
asing, yakni :

1.) Muhammad Taufik yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah
berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang
dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing
yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan
Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir
masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

2.) Abenales Arnel yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor Tahun
2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir
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masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuali
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang
tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan
Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir
masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

3.) Irwan Bin Ladali yang dikenakan Pasal 75 Huruf a dan b Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Tindakan Administartif Keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam
daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau

pembatalan izin tinggal.

Pada tahun 2020 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara
asing, yakni :

1.) Jerry Fransisco Estember yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan
Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah
indionesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga
membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau
tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administartif
Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan,

perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau
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beberapan tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat
tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban;
f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan
pelaksanaan hukuman.

2.) Yeo Eng Kiak yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan
Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah
indionesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga
membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau
tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administartif
Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan,
perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau
beberapan tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat
tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban;
f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan

pelaksanaan hukuman.
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B. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah
Kerja Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Pare-Pare Menurut Perspektif
Siyaasah Dusturiyah
Siyasah dusturiyah dikenal dengan pengaturan atau perundang-undangan
yang dituntut dengan prinsip agama. Peran dan kedudukan hukum islam secara
keseluruhan dipegang oleh figh siyasah. Figh siyasah mengatur ketentuan
hukum islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat.
Hukum islam akan sulit diaktualisasi tanpa adanya keberadaan negara dan
pemerintahan. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian
siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang, Namun, terdapat
pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan
menjadi delapan ruang lingkup pembahasan, perbedaan tersebut tidak terlalu
berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan.
Dari perbedaan di atas maka pembagian figh siyasah dapat disederhanakan

menjadi tiga ruang lingkup pembasan.

1.) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan.

2.) Al-siyasah al-kharijah, yaitu politik luar negeri.

3.) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keungan dan moneter.*
Pemerintahan dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur
dalam nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah
diatur dalm figh siyasah. Contohnya di Indonesia dikeluarkan berbagai
macam-macam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
keimigrasian, ini semua dapat dikatakan sebagai figh siyasah syar’iyyah

pemerintahan Indonesia.

% Dr.Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Figh Siyasah (Jawa
Tengah: NEM, 2019),h. 1-2.



51

Ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan hubungan baik antar umat,
petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan mengajarkan
tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Perlu diketahui bahwa ada sejumlah ayat al-Qur’an dan hadist , yaitu:

1. Kedudukan Manusia

S® Al A58 (e (355 418 G e85 2L (s LA ¢ 355 6188 (i A (535t s pg) 8
508 o0 (K e

Artinya : “Katakanlah: “Wahai tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan

kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang

yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan

engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, ditangan engkaulah segala kebajikan.

Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.”%

Ayat ini menyatakan bahwa apapun yang dikehendaki oleh tuhan akan terjadi atas
izinnya, begitupun sebaliknya apabila tidak dikehendaki oleh tuhan tidak akan terjadi
jika tidak dengan atas izinnya.

Al el B 515 5l 6855 5501
Artinya : “Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah
dikembalikan segala urusan.”®’

Ayat ini menyatakan bahwa yang ada dilangit dan bumi adalah milik Allah, dan

segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi adalah urusan Allah.

il & o G5 O A0 L 8 1€ 5Eal s 3 mid (338 siaid 15 oY) A 1Kles 31 5
2D sl )5

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

% Q.S Ali-‘Imran (3):26
37 Q.S Al-Hadid (57): 5



52

Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.”3®

Ayat ini menyatakan bahwa dia yang mengangkat derajat manusia, dan dia yang
menyiksa jika kita melakukan pelaggaran yang tidak disukainya tapi dialah tuhan

yang maha pengampun dan maha penyanyang.

Q“]“‘Q;’S ‘i'”“; ?‘99;‘3:)‘9%,5)/\}‘(5—5‘ ,-Slf. E'S‘.i,: ;

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka
bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”3®
Ayat ini menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang
bertakwa kepadanya.
2. Musyawarah
3451085l A5 e CiBUTEl A (e Y R e U R 51570 A N (i Bk ek
S gl Sl 2 e JR 8 Gus e 136 SaY) L
Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*
Ayat ini menyatakan bahwa kita harus bersikap baik dan tidak kasar sesama
manusia, Kita juga diajarkan agar tetap rendah hati dan memaafkan kesalahan orang

lain terhadap kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertagwa kepadanya.

2. Ketaatan Terhadap Pemimpin
3035 ) 8330 0 (8 0 5 48 B a1 15l O350 ) sadal s a1 il 138 il sl

Zoofa 2 oTs wmen ok &L o Y 5 T et ek JMRE
e 55 (al 58 Sl SV A5l 5 il (33 25K )

% Q.S Al-An’am (6): 165
89 Q.S Yunus (10): 14
Q.S Ali-Imran (3): 159
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*!

Ayat ini menyatakan bahwa kita diajarkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul
dan taat kepadanya, jika kita mendengarkan sesuatu yang menurut Kkita berlainan
dengan pendapat yang menurut ajaran agama kita maka segerakanlah untuk kembali

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).

3. Keadilan
A I A Y L P T P L R L Voo ) o 2% WL q@ey L RPN T IS DT
G580 aSld aShaay 2l ALl cLEAGl (e g (208 (63 (sl 5 LAYy Jaall Hak dl &)
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.”

Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengajarkan kta untuk berbuat adil dan berbuat
baik kepada kerabat-kerabat kita, dan Allah sangat melarang hal yang dibencinya
seperti berbuat keji, mungkar serta permusuhan. Dan Allah akan memberikan kita
hukuman jika kita melanggar apamyang dibencinya agar kita dapat mengambil
pelajaran.

A &) a8y Uans 1) iy 13885 (1 i G gika 1805 Tl D) 1535 o &l

| st adas (IS
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha melihat.”*?

41Q.S An-Nisa (4): 59
42.Q.S An-Nisa (4): 58
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Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengajarkan kita jika kita mendapat amanat
dari seseorang, kita harus menjalankan amanat tersebut dengan baik karena
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

4. Kesamaan dan Kesetaraan

d sl A PR A de R o&T 515 (85 Ualk iay 5 5 IR 0 2 30
Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*?
Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni Abu Abdullah

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya

Al-Qurtubhi menyatakan ayat ini membahas tujuh masalah
“Pertama Firman Allah Ta’ala (Lﬁ" (.g,‘dp U o U\ Q.:L) “Hai

manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan,” yakni adam dan hawa. Kedua, dalam ayat ini Allah
menjelaskan Dia menciptakan makhluk-Nya dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan. Demikian pula dengan apa yang telah Allah jelaskan di awal surah
An-Nisaa. Ketiga, Allah menciptakan makhluk-Nya dari persilangan laki-laki
dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan
berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan diantara mereka,
dan emngadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah
tentukan. Allahlah yang lebih mengetahui hikmah tersebut. Keempat,
sekelompok ulama dari generasi pendahulu berpendapat bahwa janin itu
berbentuk dari sperma laki-laki (jantan) saja. Janin itu berkembang di dalam

Rahim ibu dan mengambil darah yang ada disana. Kelima, firman Allah Ta’ala,

43 Q.S Al-Hujurat (49): 13
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4 -~ hy “z s A % V7 -~ . .
(\}.D/Ud/ Jib) ﬁ ).a.i r&iao-j) “Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Asy-syu’ub adalah

puncak kabilah, seperti Rabi’ah, Mudhar, Aus dan Khazraj. Keenam, firman
Allah Ta’ala (%&.255\ 5&15\ 3*9 vgfajg\ Q\) “sesungguhnya orang yag paling

mulia da antara kamu di sisi Allah ialah orang yag paling takwa” dalam ayat ini
terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaan-lah yang
dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan.
Ketujuh, Ath-Tahabari menuturkan Umar bin Muhammad menceritakan
kepadaku, dia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal
bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yasid, bin Salim bin Abi Al
Ja’d, dia berkata, “seorang lelaki Anshar mengawii seorang perempuan,
kemudian dia dicela karena garis keturunan perempuan itu”. Lelaki tu berkata,
“Sesungguhnya aku tidak menikahinya karena garis keturunannya, akan tetapi
2944

aku menikahinya karena agama dan budi pekertinya.

Ayat ini menyatakan bahwa persaudaraan islam berlaku untuk seluruh umat

manusia tanpa dibatasi oleh bangsa dalam negeri maupun luar negeri, warna kulit,

kekayaan dan wilayah melainkan didasarkan oleh ikatan agidah. Maka dari itu kita

diciptakan dari suku, ras yang berbeda tetapi harus saling menghargai satu sama lain.

5. Hubungan Yang Baik antara Umat Beragama
(3055 0y S By a5 U S (7LD G K250 (8 8 R el 81 Y
Ao gia 451 Alad

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar

kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang

4 Tafsir Al-Qurtubhi jilid 17, Pustaka Azzam.
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kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui.”*

Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi siapapun untuk masuk agama
islam karena sesungguhnya telah jelas ajaran yang benar dan yang mana ajaran sesat.
Maka dari itu Allah sangat tidak menyukai jika ada hamba-Nya yang ingkar dank

arena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui.

2 %. 228 od o~ fw - @ P < f..‘:”-’éga - ,;3’ .='° -“,’,"’$/ 1 % Y.
Qﬁey\J.:JS..Q‘;\AU»U\n}u&\m?@sQAJY\éme@);u}J
Artinya : “Dan jikalau tuhanmu mengkehendaki, tentulah beriman semua orang yang
di muka bumi dan seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia
supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.””*
Ayat ini menyatakan bahwa kita harus tunduk atas apa yang dikehendaki oleh

Allah agar menjadi manusia yang beriman.

U 5 i Ui 3% Y 5 b 4 &0 88 5 a0 ) s 1 25 g 15 3K ) 1 a8 ) (Tl 8
Or3alid G 130 15058 15158 (% 55 (a
Artinya : “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita
sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak
(pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah™. jika
mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami
adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”*
Ayat ini menyatakan bahwa sesama umat Allah yang taat kepada ajaranya kita
tidak boleh berselisih antara sesame manusia, dan menyakini bahwa tiada tuhan yang
patut disembah kecuali Allah SWT.

45 Q.S Al-Bagarah (2): 256
46 Q.S Yunus (10): 99
47.Q.S Ali-lmran (3): 64
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Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-

orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka

sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”**8
Ayat ini menyatakan bahwa kita harus bersikap baik kepada sesama manusia

walaupun berbeda ajaran agama.

Prinsip-prinsip Islam dalam Hadists Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu
negera seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah,
antara lain ialah :*°
1. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin
“apabila ada tiga orang berpergian keluar hendaklah salah seorang
diantara mereka menjadi pemimpin.” (H.R.Abu Daud)
“tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi
ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin
mereka.”(H.R.Ahmad)
2. Prinsip Tanggung Jawab
“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang
dipimpinya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat yang

bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin

4 Q.S Al-Mumtahanah (60): 8-9
4 Ali Akbar abaib Mas Rabbani Lubis, “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah”,
(‘Yogyakarta:Semesta Aksar,2019), h.169-173
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1

penghuni  rumahnya dan  bertanggung jawab atas mereka.’
(Muttafaq’alaih)

3. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat
“Pemimpn-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang
mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka
mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka, sedangkan pemimpin-
pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci
dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat
kamu.”” (H.R.Ahmad)

4. Prinsip Ketaatan
“Wajib atas seorang muslim mendegarkan dan mentaati perintah, baik
yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah melaksanakan
maksiat,” (H.R.Ahmad)
“Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik
akan memerintah kamu dengan kebaikannya, dan penguasa yang jahat
akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati
segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu
untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya
untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya.” (Hadists dari Abu
Hurairah)

5. Pemimpin yang tidak Konsisten dan Betanggung-Jawab
“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan
kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya,
barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu
kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku
tidak masuk golongannya.” (H.RAhmad)

6.Prinsip Tolong Menolong
“ Barangsiapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia

membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki
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kemampuan dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia
memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal.”
(H.R.Ahmad)

“Barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk dimakan dua
orang, maka hendaknya ia membagikannya supaya cukup dimakan tiga
orang. Dan barangsiapa yang memiliki makanan untuk jatah empat orang,
maka hendaklah ia membaginya supaya cukup untuk lima orang atau
enam orang.” (H.R.Ahmad)

6. Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu menemukan kemungkaran maka hendaklah ia ubah
dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan
hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman.” (H.R,Muslim)
“Sesungguhnya Allah Meridha’l bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu
hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu
berpegang pada tali Allah dan jaganlah kamu terpecah belah, dan bahwa
kamu memberi nasihat terhadap oramg-oramg yang menjadi pemimpin
kamu.” (H.R.Muslim)
“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang muslim : Amal
yang ikhlas karena Allah, menasihati para pemimpin, dan mendatangi
jama’ah muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka.”
(H.R.Para Ahli Sunnah)

7. Prinsip Persamaan di depan Hukum (equality before the law)
“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila
ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi
apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum
atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri
niscaya aku akan potong tangannya.” (H.R.Ahmad)

8. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara
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“Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa
kehancuranmu”, dinyatakan: “Bagaimana yang dimaksud dengan
menghilangkannya? "beliau menjawab: ‘jika suatu perkara diserahkan
kepada orang bukan ahlinya.”

“Barangsiapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu muslimin,
kemudian mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih
pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka ia sungguh telah
mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.”

“Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan
itu diberikan kepadamu atas permintaanmu makan akan berat bagimu
mempertanggung-jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu
tanpada ada permintaan darimu maka kamu akan mendapatkan kekuatan
melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan satu sumpah,
kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki
jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah
jabatanmu.” (H.R.Ahmad)

Prinsip Musyawarah

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah.”
“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran
tajam tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu.”

“Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada saudaranya,
maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada orang itu.” (H.R.lbn
Majah)

“Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang terpercaya.”
(H.R.Ibn Majah)

Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling

membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara.
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Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan
saudaranya di atas tiga hari.” (H.R.Bukhari)

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.’

(H.R.Bukhari)



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses
wawancara, penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem Pengawasan di Imigrasi Kelas Il TPl Parepare dalam mengantisispasi
pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing. Kantor Imigrasi kelas 11
TPI Parepare merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada
di bawah kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 (ayat 1) Keimigrasian membentuk kantor
imigrasi di kabupaten, kota, atau di kecamatan salah satunya di kota Parepare
untuk melaksanakan fungsinya. Adapun dimana Kantor Imigrasi Parepare
dalam melakukan sistem pengawasan mengantisipasi pelanggaran keimigrasian
yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilakukan dengan cara setiap
tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum dan
menjadikan hukum sebagai pedoman dalam hal pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Imigrasi Kelas Il TPl Parepare di dasarkan oleh
hukum yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kerja
Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Pare-Pare Menurut Perspektif Siyasah
Dusturiyah, telah terlaksananya al-siyasah al-dusturiyah (Perundangan-
Undangan) di Kantor Imigrasi karena telah mewujudkan prinsip kebutuhan
akan pemimpin, prinsip tanggung-jawab, prinsip hubungan antara pemimpin
dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip tolong menolong, prinsip kebebasan

berpendapat.
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B. Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Keimigrasian Wilayah
Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah), maka
dari itu peneliti mengajukan saran kepada ketua dan anggota-anggota imigrasi
agar lebih bertindak cepat, tegas dan tanggap dalam mencari kasus warga
negara asing yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian, perlu
ditingkatkan lagi dalam mengawasi orang asing yang ingin masuk ke wilayah
Indonesia sehingga tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran  seperti
kejadian-kejadian yang telah terjadi dan lebih memperketat pintu-pintu masuk

bandara, pelabuhan, perbatasan daratan dan lain-lain .
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1 ardelas Nusteastsinnt

METODE PENELIT

, w. Redulosd Date
Komponen pestama dalam analisis data kualizant adalah
roedubisd date.  Dalamm redukss data penclits molakuakan
proses pamiilihan atau scleks:,. pormusatan porhatian  ataoa
poemfokusan, poenyoderbhanaan, dan poengalyssirabosian  odars
somum joenis mfornmast yang mendukong  desta ponclitsan
yang diperoloh dan dicatat solama proses penggasl data
i lapeangan Proscs reduks: am dilakokan socarns (eres-—
OO DO sepanjang penclitian masihh berlangsung,. dan
polabksanaannyas dunulas scjak penchit smemilih kasus yang
mhcan diloami

Kotikas pongusspalan data borlangsweng., redduksn data
dhilakukan dongan membunt catatan ringhkas tentang st <dars
watatan data vang diperoleh O Lapangan PDalans bhal s

penclin lirgrar e lak wkoan weridingy . mencant dan
marmusatkan tema,. menentukan batas pormmasataban, dan
menulbmsbkan catatan poneiits Camemmeo ). Langhkaby sommsacans amn

hilak ukan

upakan  langkah
snalis data kuabitatnt yeng boertajuan antuk menajamionn

mverganolon g hoan, e ararabican, memporyoelas, dan
mrormbraat 1 doengan moembuang hal-hal yang kurasng
pontong, wlaan ERRC O AROM S rs Baa s s hoan noTLA OO ATy datn

sodormrkian rupe schingass oarass soajios data dapat dipabusrnmd
dengzanthailk dan mengarab pada sompraloan yang dagses
dipoernanguungjlawablcan. Pads dasrnys dalam redukosd data
ir peneliti morusatue data vang vabd,
schingega ketiha peoenclhinn menyangsiban Kebenaran  dawa
yvang diperoloh dapat dilakukan pengecokan ulang dengan
informast: yang laain dars samber vang berboda

XLVII
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)

. Sujinn Dars
Kompooen kodouos dealam analinis Kualitanid adalaby sajian
datan. Sajian dotn adalah sckumpuaian  informas:  yang
mambern komungkinan kopada penelits o e ko
palan dan pengammbatan tiocddakoan Sasran ddata o
marupaikan  suatu rakitan organisass  anformmase, dalarn
Dentuk deskoipand dan marast: yang lenpboags, vangg cddisusons
bDoerdasarkan pokok-polook  tommruan yang fcordapat  oalare
roeduboss oot dan disagiboan pmapunaban  babiasa presselin
wvorng logis, doan sistenatin, sebrnge o svvusclabs Cipralumme.

Sajtan data hbharus detata dengan baik, penclitt peria
mengelompobkian hal-hal yang scerupe dalarns atopord atau
kKelompok vang menunjukkan apologs yang oada  soesaes
doenmgan rumusan masalabnya

175

Sajtan data dalam penssclitian kaalitans pravciin LaEVILAERRER Y
chisarvaprnt boan ol Bontuk AT . @ "
matriks, gambar, grafik,. jariogan, bagoe 191/320 -
11 troash, «lan Sobagzarny s, e It VIR Crrmeng e sartok
porsiapsan arvalisis tarmpe bk lebabh jolas. raonci. Jdan srasetags.
doan maudaly dipabams. Sagian data oo dasuasun o gman
nnulcn'nnuk sesond toorus-terna inti agar eevoadab dipaluas

e tarbrag ya dalam kontoks yang utul, Bakan
terlopms antars sotu oloan lainmnya.

Tuguan dalarm mcelakuboan da-pluy taataa -u.n ey ibomn
data i adatah antuk aly  proes prerscelitimn
v lalud proses  analisiscdlate Uitk hopses Tumen  STu, st
data perta dikaemas  dal bentuk yang sistermatik . agar
dapar e banta Pon . datam wlakukan PTossas

()

analisis Molahui pomabarman  torbaodap sapian data s
penalits dapast melakakan anabisis ot untuk  dagpeat
tever aarrrees o LTIy ~ L TN Ay [ P ) poenclitian wlaars

mengemukakan simpulan akhis penclitian

XLV
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m X

METODE PENELITIAN KUALITATIF _

. Penarikan Simpulan/N ervifilkiasi
Makna adalah hal penung dalam penclhitian kualitant
Penchits harus berusaba menemulkan makna berdasarkan
data yang telah digali  secara  telits, lengkap, dan
mendalam Bagaimana cara  menantk sompulan untuk
memperoleh makna peritiwa vang ditclitinya,  peoerlua
dipikirkan dengan hati-hat

Penankan simpulan merupakan kegistan penafsiran
terhadap hasil analisis dan interpretas: data. Penanikan
simpalan o hanyalah salah satu Kegintan dalam
konfiguras: yang wutub. Hal ind sangat borboda  dengan
penankan simpulan  dalam  penclitian kuantitatit® yang
borkaitan dengan  pongujian hipotesis. Sompulan poria
divenfikasi sclama penclitian boerlangsung agar  dapat

aknacmakna yvang muncul dan
chbenaran  dan  kesosuaiannyas
schungge vahidhtasnya tergaman

Proses wvernfikasi terhadap simpulan  scementara dapat
dilakukan dengan pengulangan langkah penclitian, yaitu

menclusurt kembal semua langkah penclitian
yang telah dilakukan, meliputi | pemeniksaan data yang
terkumpul dart lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan
catatan lapangan, Jdan simpulan scmentara yang telah
dirvmuskan

Penankan simpualan akhir scbhatknya dibuat  scecara
singkat, jclas dan lugas agar mudah dipabami. Simpulan
dary  pencelitian harus  sesumy dengan hal-hal  berikut
()T ematopmk Jan pudal penclitian, 2 I uguan
penclitian:. (3) Pemecahan poermasalaban. (4) Data-data
dalam penclittan. (S5) Temuan-tomuan dars hasil analisis
data dalam penchitian. dan (6) Teconilmu vang relevan

dipertanggung jawabkan

XLIX
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-2
vhusituge  Labie Mostas Chuing Aning FAE IeaA atan Aeteany
v LB U b '

» L e
Wiy aty et Rl
Crrmngs Asbog 0 Wiy ah bisdestimuie

Punni 6
-

) Prengewvanmrn Se il nnian terhudep wargps Mepes
p peerarrolsonan Dokumen Frarjatanan, L T R e
Witayah Indanesia dilabouben dengoan
" ¥ prolan, pengolat Tt ey inn date das bl
> ey wasar ddatiar nams warge negers Fibonesin senp dicemel 3 e gt
Moluaar Wielayah Indoneshe;
il wargs  Nogare B G T e

Taudonaenia

< an terhadan
Dokuinen Focialeneen, Kelismr ateu muavuk Wilayal Indooesie. Sue  ysng
trovanctm i lanr Wilsyah todonesta; dier
o pergpambiben foto dan skdik jari.
(2) Haxil  peopswasan Kelmigrminan  sebagalmans  Guoaksud guata wset £y
: prasien yang dapat dientukan seboapal date ymogs s e

merupakan dars Kebmi
Cpmbiasing

Pasal 68
SR ot

413 Pengawssan Kebnigrosian terfindap Oreng  Asing Abtaksn pade
(W permohanan Vine, :u.sulu wa kolpar, dan pembedian trin Vinggal ditakcuioon
dengan:

3 \m_,,., 1! pengolal sorts penyaiian datn dan nformas;

peny s dattar nama Ocang Asing yang dikenal Penangkatan s

, .‘M‘ Leberndaan dan kegiatan Orang Asing db Witayah

A pengambilan folo dan sidik Juri. dan

«  hegiatan lnin vang dapal dipertmpgungiowasbhhan secara Nuk e

€2) Hasll pengawasan  Kelmigraxian  socbagalimana dimaksud  pads ayi L)
merupakan dats Koimiarasian yang dapat ditentukan schagni data yang bersita

Fasal 69
_ . e b A
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-25.
Fasal 73
Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing scbagaimana dimsksad
dalam Pasal 68 avat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf ¢ tidak diberiakukan
terhadap Ovang Asing yang berada di Wilayah Indoncesis dalam ranpka tugas
diplomatib.

Bagian Kcdun
Intelijen Keimigrasian

Pasal 74

(1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian,
(2) Dslam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat bmigras:
melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian sera
berwenang:
mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah:

a.
b. mendatangi tempat atan bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan
keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

€. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigmsian serta

pergamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

BAB VIl

TINDAKAN ADM KEIMIGCRASIAN
ndakan Administratif Keimigrasian

() t"cjabast Imigrasi berwenang melakukan Ti
crhadap Orang Asing vang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan
mbahayakan keamanan dan ketertiban

i atau tidak menanit nerafieren ..t

LI
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Tafsir
Al Qurthubi

Na"liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnaws
Nakhrij:
Mahmud Hamisid Utsman
SLIRAILIL
Al Hujuraar, Oaaf, Ad IDzaariyaat,
Ath - Thuur, A dajmm AT Oamar
\-’ ,‘ 'l"ln- A |

K«ujuk Ath ‘l'h.barl monuturklnz Um-t bia M
marimkmkqnddm.dhbm LUIbaid bin Ishag Al Athar m
kepada kami, dia berknta: Mandal bin Al mmunnkqmuuny
Traur bin Yaeid, dard Salim bin Abi Al Jucd, dia berkata, th
mengawini seorang perempuan, kemudian dia dicoln karena garia m
perempunn itu. Lelaki ity berkata, “Sesungguhnys aku tidak menikahinys
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budi pckcnmyu."N.N QAW bemubdn kwnd.lcluld itu,
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“Ndak ada yang akan mnmdlmmm:nu bila w ddh’
menjadi bagian dari keluarga Hajib''" bin m" Setelnh “\l. Nahi
SAW boersabda, "
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turun di dekat orang-orang dan  membawa
va ke Hlathn Al-Masil, lala menderambcn
untanya i sana. Kemudian  Rassaiullah s
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